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Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Farid Amir ekspor minyak sawit atau
crude palm oil (CFO) melalui bursa berjangka kamoditi hanya akan mengatur CRO dengan HS 15111000
dan tidak termasuk produk turunannya

Menurut Farid, hal ini dipilih karena CPO tersebut volumenya tidak terlalu besar, sehingga saat
implementasi tidak menimbulkan goncangan yang teralu besar pula

*Selain ftu, pihakepih 3k yang berhak melakukan ekspor adalah Ekspartir Terdattar (ET) dan memilii Hak

Ekspor (HE) yang diperlen dari pemenuhan atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan/atau

dari pihak yang mengalinkan HE atas pemenuhan DM ujar Farid melalui keterangan tertulis di Jakarta,
Kamis

Farid menjelaskan, alur bisnis proses dari kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka tidsk ada

perubahan yang signifikan

Pada kebijakan ini ada penambahan Satu proses sebalum eksportir melakukan &kspor CPO, yaity hars
ditransaksikan di bursa beriangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CRO aleh bursa. Bukti
pembelian ini adalah dokurmen yang akan digunakan dalam pernmsesan Persetujuan Ekspor (PE)

Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Oivy Andrianita menyampaikan,
Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdzgangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO akan
mengatur tentang tata kelola bursa CPO dan lembaga kliring CPO serta persyaratan perizinan bursa CPO
dan lembaga kiiring CPO:

Selain itu, diatur juga perihal tata car di bursa CPO, L oleh Bappebti
dan bursa CPO serta dan

Sementara, Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspar CPO melalui bursa berjangka berisi ketentuzn lebih teknis
yang mencakup dan tata cara peserta penjual/peserta pembeli, hak dan kewajinan
peserta penjualfpeserta pembeli, biaya jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme
penyershan fisik CPO dan foroe majeur

*Dalam prosesnya, ketiga kebijakan/ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan sineris sehingga

perlu mendapatkan masukan dar para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPOjuga harus selaras
dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha;
kata Olvy.

Ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan bank data CPO yang akurat serta
sejalan dengan amanah Und dang Nomar 32/1997 menjadi Undang-
undang Nomor 1072011 tentang Perdagangan Beriangka Komaditi (PBK)

Salah satu tujuan PBK adalah sebagai sarana penciptaan harga (price discovery) dan pembentukan harga
acuan (price reference) yang transparan. Nantinya, bursa CPO yang ditunjuk pemerintah harus terpercaya,
baik di pasar domestik maupun intemasional

Biaya transaksi CPO di bursa juga harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang
dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia

Diharapkan, kebijakan yang akan dijalankan dapat dengan Kontrak
jangka panjang ilong term contract) dan mudah dalam pelaksanaannya. Seltanjutnya, diperiukan pelatinan
dan sosialisasi teriait tata Cara serta mekanisme exspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha.

Barita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendag sebut ekspor produk turunan CPO tidak
masuk bursa berjangka
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